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TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBJEKTIF LAINNYA/UANG MAKAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
bahwa Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan tunjangan khusus, yang besarannya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah,
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat yang lebih baik dan maksimal perlu diberikan
insentif berupa uang makan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang berada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya/Uang Makan Kepada Aparatur
Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

a.

b.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956
Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembantukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724),

3. Undang-Undang...



Menetapkan

10

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah,
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
63/KEP/M.PAN/ 7/2003/ tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang
Perizinan Satu Atap di Daerah:
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4),

3.

4.

5.

6.

8.

9.

. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 65):

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF
LAINNYA/UANG MAKAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah,
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu,

4. Dinas...



4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya
disingkat DPM PTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah) dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu:

5. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi
Pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan:

6. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya/uang
makan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil
Negara (ASN) berdasarkan pertimbangan yang objektif yang dihitung
berdasarkan standar uang makan.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN

OBJEKTIF LAINNYA/UANG MAKAN

Pasal 2

(1) Memberikan Tambahan penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya/Uang Makan kepada pada DPM PTSP.

(2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/uangmakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hari kerja.

BAB II!
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN

OBJEKTIF LAINNYA/UANG MAKAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Uang Makan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp.35.000,00ftiga puluh
lima ribu rupiah) perhari kerja.

BAB IV
PENGECUALIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN

OBJEKTIF LAINNYA/UANG MAKAN

Pasal4
(1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/UangMakan tidak dibayarkan kepada ASN dalam keadaan sebagai berikut:

a. Tidak Mengikut Apel Pagi uang makan dipotong Ya dari jumlah uangmakan 1(satu) hari kerja:
b. Tidak masuk kerja tanpa keterangan:
c. Izin Tidak masuk kantor tanpa alasan yang tidak dapat diterima.

(2) Dalam hal ASN berhalangan untuk mengikuti ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dibayarkan jikadisertai dengan keterangan yang jelas.

(3)izin ...



(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atau diterima jika
memenuhi hal sebagai berikut:
a. Sakit dengan dilengkapi surat keterangan sakit dari Dokter/Tenaga Medis,
b. Ank Sakit (dirawat di rumah sakit) dilengkapi dengan Surat Keterangan

dari Dokter/Tenaga Medis,
ec. Suami/Isteri Sakit(dirawat dirumah sakit) dilengkapi dengan Surat

Keterangan dari Dokter/Tenaga Medis,
d. Orang Tua/Mertua Sakit (dirawat di rumah sakit) dilengkapi dengan Surat

Keterangan dari Dokter/Tenaga Medis.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
lainnya/uang makan kepada ASN pada DPM PTSP dilaksanakan terhitung mulai

tanggal 3 Januari 2017.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya/uang makan DPM PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu melalui anggaran kegiatan DPM
PTSP.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
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